
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR A8 TAHUN 2009 

TENTANG 

PR~SEDUR PENERIMAAN 
SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI CALON PENYEDIA 

BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINS!KALIMANTAN TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 
Kepada Daerah, Pemerintah Daerah bisa menerima sumbangan dalam 
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 
Kalimantan Tengah ; 

b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya Pihak Ketiga dari Calon 
Penyedia Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah yang bersedia memberikan Sumbangan kepada 
Daerah sehingga perlu mengatur prosedur penerimaan sumbangan 
pihak keliga dimaksud ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di 
alas, perlu dibentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang 
Prosedur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Calon Penyedia 
Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah; 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang­ 
Undang Darurat Nomor 10  Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah 
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang­ 
Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Swatantra Tingkat I Kalimantan Baral, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1957 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1284) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1622); 

2. Undang-Undang Nomor 18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Dae@ah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-1 
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3. Undang-Undang omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Montori Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2000 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

EU'rUSKAi! :  

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENERIMAAN 

SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI GALON PENYEDIA BARANG DAN 

JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN 
TENGAH. 

Pasal 1 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menerima Sumbangan 
Pihak Keliga dari Setiap Badan Usaha yang bertindak sebagai Galon 
Penyedia Barang dan Jasa pada saat melakukan pendaftaran peserta 
pelelangan pada Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Pasal 2 

Galon Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dapat memperoleh Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Gambar/ 
Bestek. 

Pasal 3 

( 1 )  Penyelenggaraan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Saluan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provins(Kalimantan Tengah . 

(2) Satuan .J 
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(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menerima 
sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggungjawab 
terhadap seluruh penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dimaksud. 

(3) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berbentuk 
uang. 

Pasal 4 

( 1 )  Benda hara Penerimaan SKPD wajib memberikan Tanda Bukti 
Penerimaan pada setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Calon 
Penyedia Barang dan Jasa. 

- 

(2) Selurul hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib 
disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu 1 
(satu) hari kerja. 

(3) Bendahara Penerimaan SKPD melaksanakan kegiatan pencatatan, 
pembukuan , pelaporan dan pertanggungjawaban atas seluruh 
penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di l ingkungannya sesuai 
ketentuan. 

Pasal 5 

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahu inya ,  memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah . 

Ditetapk i Palangka Raya 
pada t a) (g gt l  I  0lb¢r  2009  

GUB NUR .ALIMANTAN TE GAH 

AGUSTIN ERAS NARA G 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal I okto'er 200 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

KALIMANT AN TENGAH, 

7 
THAMPUNAH SINSENG 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENG'AH TAHUN 2009 NOMOR 28 


